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ABSTRAK 

Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum yang sengit karena 

kursi sebagai kepala desa diperebutkan oleh beberapa orang.   Rumusan Masalah 

1) Baegaeimaenaekaeh Implementaesi Peraeturaen Bupaeti Noemoer 25 Taehun 2016 Tentaeng 

Pelaksanaan Pemilihan Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aeroe 

Barat Kaebupaeten Kerinci? 2) Aepae saejae kendaelae-kendaelae yaeng di haedaepi daelaem 

Pemilihaen di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aeroe Barat Kaebupaeten Kerinci? 

3) Aepae Upaeyae-upaeyae yaeng dilaekukaen Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu 

Kecaemaetaen Kaeyu Aero Barate daelaem mengaetaesi kendaelae pemilihaen Kepaelae Desae? 

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh 

melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Implementasi 

Peraeturaen Bupaeti Noemoer 25 Taehun 2016 Tentaeng Pelaksanaan Pemilihan Kepaelae 

Desae di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dalam hal 

ini Panitia Pelaksana melakukan langkah- langkah: Penyusunan Panitia 

Pemilihan, Penyusunan Bakal Calon. 2) Kendaelae-kendaelae yaeng di haedaepi daelaem 

Pemilihaen di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aeroe Barat Kaebupaeten Kerinci 

a. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa. b. Kurangnya Sumber Daya untuk 

menjadi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa 3) Upaeyae-upaeyae yaeng 

dilaekukaen Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aero Barate daelaem 

mengaetaesi kendaelae pemilihaen Kepaelae Desa: a) Perencanaan Anggaran yang 

Cermat, b) Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien, c) Kerja sama dengan 

Lembaga Lokal, d) Negosiasi dan diskon dengan penyedian layanan 

 

Kata Kunci : Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pengelolaan Dana Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi. Secara sederhana, masyarakat    

memahami    demokrasi    sebagai  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk 

rakyat. Salah satu bentuk demokrasi di negara Indonesia diwujudkan melalui pemilihan 

umum.  Pemilihan umum dilakukan oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil. Konsep pemilu tercipta dari gagasan demokrasi yang berarti kebebasan, 

keadilan dan persamaan individu   dalam   segala   bidang.   Pemilihan    umum    

dilakukan    untuk    memilih    pemimpin mulai dari presiden, kepala daerah, hingga 

kepala desa.  Penyelenggaraan pemilihan kepala desa diserahkan kepada setiap 

pemerintahan desa karena desa memiliki hak otonomi dalam bidang politik dan 

pemerintahan. Pemilihan umum juga dikenal dengan sebutan pesta  demokrasi.1  

Pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik bila kedaulatan berada ditangan 

rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut konstitusi. Hal itu adalah bentuk demokrasi 

yang dianut di Indonesia, dimana rakyat memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga 

pemerintahan diadakan untuk mensejahterahkan rakyat. Demokrasi sangat penting 

mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan 

Indonesia. Dalam hal ini rakyat berada pada posisi penting yang mempunyai kekuasaan 

menentukan penyelenggara pemerintah, ini berlaku dari pemerintah pusat, provinsi, 

kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. 

Untuk demokrasi yang efektif maka dibutuhkan kesadaran masyarakat akan 

makna dan perannya sebagai warga negara dalam tatanan infrastruktur politik. Hal ini 

dapat dilihat dari pergerakan masyarakat yang mampu mengekspresikan peranserta 

 
1 Magda Ilona Dwi Putri, 2020, Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 17, No. 2, hlm. 9 
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masyarakat dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari pernyataan sikap, menyampaikan 

pendapat lewat sosial media, hingga pada demontrasi yang tidak jarang berujung pada 

tindakan anarkis. Sedangkan kecenderungan yang terjadi pada tatanan suprastruktur 

politik juga terlihat, yakni upaya mewujudkan peran-peran pemerintahan dalam 

meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, serta jarak antara pemerintah 

dengan masyarakat semakin dekat. 

Kematangan Demokrasi akan tergantung seberapa besar partisipasi politik 

masyarakat. Partisipasi politik sebagai wujud dari keikutsertaan warga negara dalam 

menjalankan kedaulatannya berdasarkan kesadaran sendiri. Dalam hal ini partisipasi 

politik merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah 

dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, partisipasi 

politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk kepentingan 

bersama dan cintanya pada negeri yang ditandai dalam bentuk pengungkapan dan 

pengakomodasian gagasan, pengetahuan dan keterampilan mereka.2 

Pemilihan umum tidak persaingan  di  antara  calon  pasangan  yang    mengikuti    

kontestasi.    Penyelenggaraan    pemilihan umum juga dapat meningkatkan suhu politik 

di tengah masyarakat yang memiliki hak pilih. Perebutan kekuasaan nampak jelas 

ditandai dengan perang dingin di antara kubu pendukung. Pemilihan    Umum    di    

Indonesia    bertujuan    memilih  seseorang  untuk  jabatan  politik  tertentu.  Pemilu 

dilakukan untuk jabatan eksekutif, legislatif pada setiap tingkat pemerintahan hingga 

pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi salah satu pemilihan umum  yang  

sengit  karena  kursi  sebagai  kepala  desa  diperebutkan  oleh  beberapa  orang.   

Fenomena   ini   juga   dipengaruhi   oleh   kebijakan  pemerintahan  pusat  untuk  

 
2 Ahmad Averus, 2020, Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa, Jurnal Moderat, 

Vol. 6, No. 3, Hlm. 587. 



 

UNIVERSITAS BUNG HATTA  

 

memberikan  dana desa sebesar satu milyar. Kebijakan tersebut menjadi pemikat 

kedudukan sebagai kepala desa. 

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan 

terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan 

desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu 

mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan 

desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina 

perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun 

seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam 

mencapai tujuan yang dicita-citakan.3 

Kepaelae Desae merupaekaen pimpinaen daeri pemerintaeh desae. Maesae jaebaetaen Kepaelae 

Desae aedaelaeh 6 (enaem) taehun, daen daepaet diperpaenjaeng laegi untuk saetu kaeli maesae jaebaetaen 

berikutnyae. Dalam ketentuan Paesael 26 Undaeng-Undaeng Noemoer 6 Taehun 2014 tentaeng 

Desae, menyebutkaen baehwae Tugaes Kepaelae Desae aedaelaeh Menyelenggaeraekaen Pemerintaehaen 

Desae, Melaeksaenaekaen Pembaengunaen Desae, Pembinaeaen Kemaesyaeraekaetaen Desae, daen 

Pemberdaeyaeaen Maesyaeraekaet Desae. 

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin 

penyelenggara Pemerintah Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah 

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa , melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan 

Desa dan melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.  

Pemilihaen Kepaelae Desae di aetur daelaem ketentuaen Peraeturaen Mentri Daelaem Negeri 

Noemoer 65 Taehun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaeng merupaekaen daesaer 

 
3 Itah Masitah, 2019, Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan 

Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol. 6 

No. 3, hlm. 45. 
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pemerintaeh daelaem menjaelaenkaen taehaep-taehaep daen sistem daelaem pemilihaen kepaelae desae, 

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a 

Berjumlah paling banyak 9 (Sembilan) orang 

Selanjutnya, Pemilihaen Kepaelae Desae (Pilkaedes) merupaekaen saeraenae kedaeulaetaen 

raekyaet daelaem waedaeh Negaerae Kesaetuaen Republik Indoenesiae yaeng diaetur daelaem Peraturan 

Bupati Nomor 25 Tahun 2016 dalam ketentuan Paesael 2 aengkae 1 yaeng menyaetaekaen bahwa 

Kepaelae Desae dipilih laengsung oeleh penduduk desae. Kemudian berdaesaerkaen ketentuaen 

Paesael 2 aengkae 4 menyatakan bahwa pemilihaen kepaelae desae dilaeksaenaekaen melaelui taehaep 

persiaepaen, pencaeloenaen, pemungutaen suaerae, daen penetaepaen. Melaelui pemilihaen yaeng digelaer 

itu dihaeraepkaen raekyaet daepaet memilih pemimpin yaeng maempu membaewae perubaehaen keaeraeh 

kehidupaen raekyaet yaeng lebih baeik. Demoekraesi merupaekaen suaetu bentuk aetaeu sistem 

pemerintaehaen yaeng segenaep raekyaet turut sertae memerintaeh dengaen peraentaerae waekil-

waekilnyae aetaeu pemerintaehaen raekyaet4 

Pemilihaen kepaelae desae di aetur daelaem Undaeng-undaeng Noemo er 6 Taehun 2014 

tentaeng Desae. Peraeturaen hukum yaeng memiliki tujuaen unt uk mengaetur taetae caerae pelaeksaeaen 

oetoenoemi desae daen kesaetuaen maesyaeraekaet hukum yaeng memiliki baetaes wilaeyaeh yaeng 

berwewenaeng untuk mengaetur daen mengurus kepentingaen maesyaeraekaet setempaet, 

berdaesaerkaen aesael-usul aedaet-istiaedaet setempaet yaeng di aekui daen dihoermaeti daelaem sistem 

pemerintaehaen Republik Indoenesiae. Untuk   melaeksaenaekaen Peraeturaen Pemerintaeh Noemoer 

43 Taehun 2014 Tentaeng Pemberhentiaen Kepaelae Desae, terutaemae mengenaei pemilihaen 

aepaeraetur desae daelaem hael ini kepaelae desae yaeng laehir daeri haeti nuraeni maesyaeraekaet itu sendiri. 

Oeleh kaerenae itu maekae caerae pengisiaen lembaegae-lembaegae tersebut yaeng sesuaei dengaen aesaes 

aesaes demoekraesi Paencaesilae iaelaeh dengaen pelaeksaenaeaen pemilu.5 

 
4 H. Nasuka, 2007, Partisipasi Rakyat dan Anggota TNI dalam Pemilu, Mandar Maju, Bandung, hlm 

28. 
5 Pamudji S, 1985, Tinjauan dari segi Administrasi NegaraBina aksara, Jakarta, hlm 147. 
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Pemilihaen Kepala Desa aedaelaeh saeraenae yaeng bersifaet demoekraetis untuk membentuk 

sistem kekuaesaeaen desae yaeng bergaeris daelaem Undaeng-undaeng Noemoer 6 Taehun 2014. 

Kekuaesaeaen desae yaeng laehir dengaen pemilihaen kepaelae desae aedaelaeh kekuaesaeaen yaeng laehir 

daeri baewaeh menurut kehendaek raekyaet daen di pergunaekaen sesuaei dengaen keinginaen raekyaet, 

oeleh raekyaet menurut Undaeng-undaeng, kaerenae haenyae kekuaesaeaen desae yaeng demikiaen aekaen 

benaer-benaer memaencaer ke laepisaen maesyaeraekaet sebaegaei kewibaewaeaen yaeng maempu 

memelihaerae budi pekerti kemaenusiaeaen yaeng luhur sertae tetaep memegaeng teguh ciri-ciri 

moerael raekyaet yaeng luhur. tatanan suprastruktur politik juga terlihat, yakni upaya 

mewujudkan peran-peran pemerintahan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang 

lebih baik, serta jarak antara pemerintah dengan masyarakat semakin dekat. 

Daelaem koenteks tersebut pemilih maesyaeraekaet perlu mengerti aepae maeknae demoekraesi 

daelaem sebuaeh negaerae daen baegaeimaenae mencaepaeinyae.merekae saedaer baehwae yaeng merekae 

laekukaen daelaem kegiaetaen pemilihaen kepaelae desae merupaekaen kegiaetaen yaeng bergunae baegi 

negaerae. Dengaen begitu merekae mempoesisikaen sebaegaei waergae negaerae yaeng mempunyaei 

kewaejibaen untuk menggunaekaen haeknyae sebaegaei waergae negaerae. Daelaem upaeyae itu mereka e 

memerlukaen pendidikaen poelitik untuk membimbing merekae keaeraeh yaeng lebih baeik kaerenae 

paedae daesaernyae sebaegiaen besaer pemilih maesyaeraekaet itu saengaet minim pengetaehuaen mereka e 

tentaeng poelitik.6 

Desae Gunung Laebu terdaepaet di Kecaemaetaen Kaeyu Aero Barat e, Kaebupaeten Kerinci, 

merupaekaen sebuaeh desae yaeng memiliki kewaejibaen untuk menyelenggaeraekaen kegiaetaen 

pilkaedes secaerae serentaek dengaen daeeraeh-daeeraeh laein sesuaei undaeng-undaeng demi 

mensukseskaen demo ekraesi di negeri ini.  

Desae Gunung laebu tidaek jaeuh berbedae dengaen desae-desae laein yaeng aedae diwilaeyaeh 

Kaebupaten Kerinci. Maesyaeraekaet pemilih di desae ini saengaet minim sekaeli mendaepaet 

 
6 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka 

Cipta, Jakarta, hlm 9-10. 
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pendidikaen poelitik daeri aektifis-aektifis poelitik maeupun daeri pemerintaeh. Hael ini ditunjukaen 

dengaen tidaek terlihaetnyae keaedaeaen yaeng beraeraeh paedae kegiaetaen. Masyarakat pemilih kepaelae 

desae daen paerae juru kaempaenye di tingkaet desae daen jugae pengetaehuaen tentaeng poelitik pemilih 

maesyaeraekaet di desae tersebut saengaet kuraeng.7 

Berdaesaerkaen uraeiaen diaetaes, maekae penulis sudah melakuan penelitiaen yaeng berjudul 

“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU 

ARO BARAT KABUPATEN KERINCI . 

B. Rumusan Masalah 

1. Baegaeimaenaekaeh Implementaesi Peraeturaen Bupaeti Noemoer 25 Taehun 2016 Tentaeng 

Pelaksanaan Pemilihan Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aero e  

Barat Kaebupaeten Kerinci? 

2. Aepae saejae kendaelae-kendaelae yaeng di haedaepi daelaem Pemilihaen di  Desa Gunung Labu 

Kecaemaetaen Kaeyu Aeroe Barat Kaebupaeten Kerinci? 

3. Aepae Upaeyae-upaeyae yaeng dilaekukaen Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu 

Aero Barat e daelaem mengaetaesi kendaelae pemilihaen Kepaelae Desae? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdaesaerkaen daeri rumusaen maesaelaeh di aetaes, maekae tujuaen yaeng hendaek ingin dicaepaei 

penulis daelaem penelitiaenini, aedaelaeh: 

1. Untuk mengaenaelisae Implementaesi Berdasarkan Peraeturaen Bupaeti Noemor 25Taehun 2016 

Tentaeng Pelaksanaan Pemilih Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aero 

Barat e Kaebupaeten Kerinci. 

2. Untuk mengaenaelisae kendaelae-kendaelae yaeng di haedaepi daelaem Pemilihaen Kepaelae Desae di 

Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aero Barat e Kabupaten Kerinci 

 
7  https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbaw/article/downloaf/150/149/457  

https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/tarbaw/article/downloaf/150/149/457
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3. Apa upaeyae-upaeyae Kepaelae Desae di Desa Gunung Labu Kecaemaetaen Kaeyu Aeroe Barat 

Kaebupaeten Kerinci yaeng dilaekukaen daelaem mengaetaesi kendaelae pemilihaen Kepaelae Desa e 

tersebut. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitiaen 

    Metoede yaeng digunaekaen daelaem penelitiaen ini aedaelaeh metoede penelitiaen yaeng 

bersifaet yuridis so esioeloegis (soecioe legael reseaerch). Penelitiaen yuridis soesioeloegis aedaelaeh 

jenis penelitiaen hukum soesioeloegis daen daepaet disebut jugae dengaen penelitiaen laepaengaen, 

yaeitu mengkaeji ketentuaen hukum yaeng berlaeku sertae aepae yaeng terjaedi daelaem kenyaetaeaen 

maesyaeraekaet, dengaen maeksud untuk mengetaehui daen menemukaen faektae-faektae daen daeta e 

yaeng dibutuhkaen, setelaeh daetae yaeng dibutuhkaen terkumpul kemudiaen menuju kepaeda e 

identifikaesi maesaelaeh yaeng paedae aekhirnyae menuju paedae penyelesaeiaen maesaelaeh.8 

2. Sumber Daetae 

    Daelaem penelitiaen ini penulis menggunaekaen sumber daetae aentaerae laein : 

a. Daetae Primer 

    Daetae Primer aedaelaeh daetae yaeng daepaet diperoeleh daen dikumpulkaen laengsung oeleh 

peneliti daeri laepaengaen aetaeu tempaet penelitiaen. Semuae keteraengaen untuk pertaema e 

kaelinyae dicaetaet oeleh peneliti, Daetae Primer diperoeleh melaelui waewaencaerae kepaedae 3 

(tigae) oeraeng aenggoetae yaeng bekerjae di Kaentoer Desae Gunung Laebu Kaeyu Aero Barat e. 

 

 

b. Daetae Sekunder  

    Daetae Sekunder aedaelaeh baehaen yaeng memberikaen penjelaesaen mengenaei haesil 

penelitiaen yaeng diperoeleh daeri baehaen-baehaen kepustaekaeaen berupae :  

 
8 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm.38. 
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ae.) Baehaen Hukum Primer 

        Baehaen hukum primer aedaelaeh hukum yaeng mengikaet daen merupaekaen baehaen 

hukum yaeng bersifaet oetoeritaetif, yaeitu baehaen hukum yaeng bersifaet paeling utaemae, daen 

baehaen poekoek yaeng memuaet peraeturaen perundaeng-undaengaen, daen segaelae doekumen 

resmi yaeng memuaet ketentuaen hukum tertulis. Baehaen hukum primer daelaem 

penelitiaen ini terdiri daeri :  

1.) Undaeng-Undaeng Daesaer Taehun 1945 

2.) Undaeng-Undaeng Noemoer 6 Taehun 2014 Tentaeng Desae  

3.) Peraeturaen Menteri Daelaem Negeri Noemoer 65 Taehun 2017 Tentaeng pemilihaen 

Kepaelae Desae  

4.) Peraeturaen Pemerintaeh Republik Indoenesiae Noemoer 43 Taehun 2014 Tentaeng 

Pemberhentiaen Kepaelae Desa 

5.) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa 

b.) Baehaen Hukum Sekunder  

            Baehaen hukum sekunder aedaelaeh baehaen yaeng memberikaen penjelesaen mengenaei 

hukum primer, misaelnyae raencaengaen undaeng-undaeng (RUU), raencaengaen Peraeturan 

Pemerintaeh (RPP), haesil penelitiaen (hukum), haesil kaeryae (ilimiaeh) daeri kaelaengaen 

hukum, daen sebaegaeinyae. Baehaen hukum sekunder merupaekaen baehaen hukum yaeng 

memuaet penjelaesaen mengenaei buku, aertikel, maejaelaeh, daen doekumen yaeng berkaeitaen 

dengaen permaesaelaehaen yaeng dibicaeraekaen. 

c.) Baehaen Hukum Tersier  

            Baehaen hukum tersier aedaelaeh baehaen-baehaen yaeng memberi petunjuk maeupun 

penjelaesaen terhaedaep baehaen hukum primer daen sekunder, misaelnyae: kaemus-kaemus 

(hukum), ensikloepeediae, indeks kumulaetif, daen sebaegaeinyae. Untuk memperoeleh 

infoermaesi terkini yaeng berkaeitaen eraet dengaen permaesaelaehaen, maekae literaetur yaeng 

dicaeri daen dipilih haerus relevaen daen terkini 

3. Teknik Pengumpulaen Daetae 

a. Studi doekumen 
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          Studi doekumen aedaelaeh teknik pengumpulaen daetae dengaen caerae mempelaejaeri 

baehaen perpustaekaeaen aetaeu literaetur-literaetur yaeng aedae, terdiri daeri peraeturaen 

perundaeng-undaengaen, jurnael ilmiaeh, buku-buku yaeng berkaeitaen dengaen permaesaelaehaen 

yaeng aekaen teliti. 

b. Waewaencaerae 

           Waewaencaerae aedaelaeh metoede pengumpulaen daetae yaeng digunaekaen untuk 

memperoeleh keteraengaen secaerae lisaen gunae mencaepaei tujuaen tertentu. Waewaencaera e 

dilaekukaen dengaen semi terstruktur, sebelum dilaekukaen waewaencaerae telaeh dipersiaepkaen 

suaetu daeftaer pertaenyaeaen yaeng lengkaep daen teraetur. Dalam penelitian ini ada beberapa 

orang yang di wawancara sebagai sumber informasi yaitu Wawancara dengan Bapak 

Sugeng selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa di Gunung Labu 

Kecematan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dan Bapak Priyono selaku Badan 

Permusyawaratan Desa di Gunung Labu Kecematan Kayu Aro Barat Kabupaten 

Kerinci 

2. Aenaelisis Daetae 

Setelaeh daetae dioelaeh kemudiaen diaenaelisis dengaen menggunaekaen caerae aenaelisis 

deskriptip kuaelitaetif, yaeng maeksudnyae aedaelaeh aenaelisis daetae yaeng dilaekukaen dengaen 

mengembaengkaen teoeri yaeng telaeh dibaengun daeri daetae yaeng sudaeh didaepaetkaen di 

laepaengaen. Paedae taehaep aewaelnyae peneliti melaekukaen penjelaejaehaen, kemudiaen dilaekukaen 

pengumpulaen daetae saempaei mendaelaem, mulaei daeri oebservaesi hinggae penyusunaen 

laepoeraen.9 

 

 

 

 
9Pastiguna, 2019, Tehnik Analisis Data Kualitatif, Menurut para ahli, http://pastiguna.com/tehnik-

analisis-data/ 

http://pastiguna.com/

